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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui norma hukum yang bertentangan diantara pasal 27 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-Undang Dasar tentang 

kebebasan berpendapat, Untuk menganalisis putusan (Mahkamah Konstitusi Nomor : 36/PUU-

XX/2022) terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini tergolong kepada penelitian hukum 

normatif. Pendekatan yang digunakan yakni Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan 

Konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap gugatan pemohon nomor 36/puu-

xx/2022 hakim mahkamah konstitusi memutuskan menolak semua gugatan pemohon, Oleh karena 

itu, Hakim Mahkamah Konstitusi seharusnya dalam memformulasikan gugatan pasal 27 ayat 3 

seharusnya tidak bersifat sempit dan lebih berkeadilan Dalam memutuskan perkara Pengujian 

Undang-Undang sisi historis dan kemanfaatan hukum juga perlu dipertimbangkan oleh hakim agar 

dalam sebuah putusan Pengujian Undang-Undang dapat memberikan rasa keadilan dari suatu 

peraturan perundang-undangan itu sendiri.  

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 36/PUU-XX/2022. 

 

PENDAHULUAN 

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 

1945 Pasal 1 ayat (3) bersifat memaksa dan terdapat sanksi yang tegas. Hukum sebagai 

alat yang berfungsi mengatur segala tingkah laku individu di dalam ruang-ruang sosial. 

Negara Indonesia bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa serta menciptakan ketertiban dunia. Sebagai negara hukum, Indonesia 

menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum, dimana hukum mempunyai 

kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dan ciri khas dari negara hukum dapat terlihat 

dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan adanya kekuasaan kehakiman 

yang bebas dan tidak memihak serta adanya pengakuan akan hak asasi manusia. 

Sejak bergulirnya era reformasi yang ditandai dengan runtuhnya rezim orde baru, 

terjadi perubahan dalam iklim demokrasi di negara republik Indonesia. Kebebasan adalah 

menjadi salah satu pilar utamanya, siapa saja yang berhak menyuarakan pendapat dan 

keinginannya tanpa tekanan dari pihak manapun, karena sudah dijamin oleh Undang–

Undang Dasar.   Amandemen terhadap UUD 1945 yang menyangkut jaminan terhadap 

kemerdekaan berpendapat, berekspresi, selanjutnya kemerdekaan pers tertuang dalam 

pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas 

kepercayaan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya”.   

Negara Indonesia adalah negara demokrasi, salah satu karakteristiknya ditandai 

dengan adanya jaminan perlindungan kebebasan berpendapat, sehingga dalam hal ini 

pemerintah dan lembaga yang bersangkutan sudah seharusnya berupaya dalam usaha 

penghormatan terhadap kebebasan berpendapat ini. Sebuah negara dianggap benar-benar 

demokratis, harus siap memberikan perlindungan substansial untuk ide-ide yang 

dikeluarkan sebagai pendapat di media  
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Teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial 

masyarakat, dan telah memasuki berbagai faktor kehidupan baik sektor pemerintahan, 

bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi 

informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi 

peluang untuk dijadikan sarana melakukan kejahatan (cyber crime). Sehingga dapat 

dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, 

dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, 

dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan 

perbuatan melawan hukum  

Dengan adanya kasus tersebut peneliti tertarik untuk menyusun sebuah skripsi yang 

berjudul " ANALISIS YURIDIS PASAL 27 AYAT 3 UNDANG–UNDANG NOMOR 

11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 

TERHADAP UNDANG–UNDANG DASAR 1945 (Studi Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor : 36/Puu-xx/2022).” 

 

METODE PENELITIAN 

penelitian ini tergolong kepada penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian 

ini penulis mempelajari peraturan perundang-undangan serta teori hukum yang ada di 

Indonesia untuk meneliti penelitian . Pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan 

Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan 

hukum primer, dan bahan hukum sekunder. 

A. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa 

peraturan perundang-undangan. Aturan-aturan yang tertulis yang dilaksanakan oleh 

negara atau diartikan sebagai sumber hukum primer adalah hukum tertulis yang 

dibuat oleh pihak berwenang. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari 

sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Undang–Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik  

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 36/PUU-XX/2022 

B. Bahan Hukum Sekuder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil 

penelitian, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan 

dibahas. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan ini diawali gugatan nomor 36/PUU-XX/2022 pada rabu 20 juli 2022. 

Gugatan itu terkait dengan ketentuan pencemaran nama baik hingga SARA dalam 

Undang-Undang Informasi dan Transasksi Elektronik. Gugatan tersebut dilayangkan oleh 

29 konten kreator. Mereka adalah Eriko Fahri Ginting, Leon Maulana Mirza Pasha, Belqis 

safira, Sandra Nabila Diya Ul-Haq, Tria Noviantika, dkk. Dalam permohonannya, mereka 

memberikan kuasa kepada Kantor Hukum Leo dan Partners pada 15 Februari 2022 Para 

pemohon ini meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 

28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik.  

Para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menggugurkan dua Pasal itu dalam 

Undang-Undang Informasi dan Transasksi Elektronik karena menimbulkan 

ketidakpastian, kekaburan, dan ketidakjelasan hukum baik secara normatif maupun 
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implementatif. Sehingga dinilai melanggar atau mengancam hak konstitusional para 

pemohon sebagai konten kreator. Para pemohon menjabarkan beberapa dampak negatif 

dan beberapa kerugian konstitusional yang berpotensi terjadi akibat rumusan Pasal 27 ayat 

3 pasal itu dianggap sangat samar dan tidak jelas batasannya terkait kategori 'penghinaan 

atau pencemaran nama baik' dan frasa ‘menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan 

individu’  yang bersifat sangat subjektif terhadap individu yang dituju. 

Pemohon dalam pokok permohonannya juga menyampaikan, hak pengembangan diri 

melalui pemanfaatan teknologi sebagai wujud implementasi manfaat pendidikan dan ilmu 

pengetahuan yang diamanatkan oleh Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan 

hak komunikasi yang diamanatkan oleh Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 telah 

dicederai karena adanya pembatasan yang subjektif dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Menurut Mahkamah Konstitusi, salah satu ciri negara hukum adalah perlindungan 

terhadap hak-hak asasi setiap orang. Rumusan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik adalah untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan 

dan perlindungan individu, keluarga, kehormatan, dan martabat, dengan kebebasan orang 

lain untuk berbicara, berekspresi, mengemukakan pendapat dan pikiran serta mencari, 

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dalam suatu 

masyarakat demokratis.  

Keseimbangan tersebut diperlukan untuk menghindari terjadinya “hukum rimba” 

dalam dunia maya (cyberspace) karena banyaknya pelanggaran yang tidak dapat 

diselesaikan sebab tidak ada hukum yang mengaturnya, dimana setiap pengguna internet 

(netter) atau warga pengguna jaringan internet (netizen) secara leluasa boleh berperilaku 

membabi buta, memaki, memfitnah dan mencemarkan nama baik pihak lain tanpa disertai 

data dan informasi akurat, sebagaimana yang diungkapkan para saksi yang diajukan 

Pemerintah dalam persidangan. Dengan demikian, sebagaimana di dalam dunia nyata, 

kebebasan bagi pengguna internet atau warga pengguna jaringan internet adalah 

kebebasan yang bertanggung jawab. Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon yang 

menyatakan bahwa rumusan Pasal a quo bertentangan dengan prinsip-prinsip negara 

hukum, adalah tidak beralasan. 

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi mencermati sejumlah hal. Termasuk 

putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 terkait hal yang sama. Mahkamah Konstitusi 

menegaskan kembali bahwa ketentuan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik merupakan penegasan atas norma hukum pidana penghinaan yang 

terdapat dalam KUHP ke dalam norma hukum baru sesuai dengan perkembangan di dunia 

siber. 

Karena KUHP tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran yang 

dilakukan secara online, dikarenakan adanya unsur 'di muka umum'. Oleh karena itu, 

penerapan norma Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat dilepaskan dari norma penghinaan dalam 

KUHP yaitu Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai norma pokok (genus delict).  

Dalam kaitannya dengan apa yang dimohonkan oleh para Pemohon, penting bagi 

Mahkamah menegaskan kembali bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan penegasan atas norma hukum pidana 

penghinaan yang terdapat dalam KUHP ke dalam norma hukum baru sesuai dengan 

perkembangan di dunia siber karena KUHP tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan 

pencemaran yang dilakukan secara online, dikarenakan adanya unsur “di muka umum“. 

Oleh karena itu, penerapan norma Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik tidak dapat dilepaskan dari norma penghinaan dalam KUHP yaitu 
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Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai norma pokoknya (genus delict). Bahwa menurut 

Mahkamah Konstitusi, penghinaan yang diatur dalam KUHP (penghinaan offline) tidak 

dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia 

siber (penghinaan online) karena ada unsur “di muka umum”. 

Terlepas dari kekhawatiran para pemohon atas penerapan norma Pasal 27 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik, 

Mahkamah Konstitusi menyebut pemerintah telah menindaklanjuti putusan MK Nomor 

50/PUU-VI/2008 dengan menerbitkan Keputusan bersama Menteri Komunikasi dan 

Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor 

KB/2/VI/2021. 

Putusan bersama itu tentang Pedoman Implementasi atas pasal tertentu dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. 

Dalam pertimbangan hakim penulis melihat beberapa persoalan yang dianggap 

kurang tepat, dikarenakan hakim dalam mempertimbangkan pokok perkara gugatan diatas 

hanya bersumber pada sisi gramatikal dan sisi normatif, seharusnya hakim dalam 

memutuskan perkara puu-xx/2022 juga melihat sisi historis, sosiologis, komparatif dan 

futuristis, sehingga hasil dari sebuah putusan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi putusan 

yang adil dan dapat diterima oleh warga negara. Terlepas dari putusan Mahkamah 

Konstitusi penulis melihat adanya ancaman dalam menyampaikan pendapat dikarenakan 

hukum yang mengatur tentang dunia maya belum sepenuhnya memberikan rasa aman, 

damai, dan tentram. 

 

KESIMPULAN 

Terhadap gugatan pemohon nomor 36/puu-xx/2022 hakim mahkamah konstitusi 

memutuskan menolak semua gugatan pemohon karena hakim menilai Undang-Undang 

tersebut sudah mendapat kepastian hukum pada rumusan pasal 27 ayat 3 tersebut, 

mahkamah konstitusi menilai, penghinaan yang diatur dalam KUHP (penghinaan off line) 

tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di 

dunia siber (penghinaan on line). Hakim Mahkamah Konstitusi seharusnya dalam 

memformulasikan gugatan pasal 27 ayat 3 seharusnya tidak bersifat sempit dan lebih 

berkeadilan  

Hakim dalam memutuskan perkara gugatan nomor 36/puu-xx/2022 hanya melihat 

dari sisi gramatikal dan sisi normatif terhadap rumusan pasal 27 ayat 3 tidak melihat dari 

sisi historis bahwasanya pasal tersebut telah digunakan untuk menghalangi warga negara 

dalam berpendapat disosial media. Dalam memutuskan perkara Pengujian Undang-

Undang sisi historis dan kemanfaatan hukum juga perlu dipertimbangkan oleh hakim agar 

dalam sebuah putusan Pengujian Undang-Undang dapat memberikan rasa keadilan dari 

suatu peraturan perundang-undangan itu sendiri. 
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